
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN di Pemerintah Provinsi 

Banten Tahun 2016 mencapai total prosentase sebesar 50,23%. 

Sedangkan Tahun 2017 mulai menunjukkan kenaikan tingkat kepatuhan 

penyampaian LHKPN di Pemerintah Provinsi Banten, dimana total 

prosentase sebesar 71,58%, dan pada tahun 2018 - 2019 mengalami 

kenaikan dalam penyampaian LHKPN mencapai prosentase yang 

sempurna yaitu 100% dimana seluruh Wajib Lapor pada Pemerintah 

Provinsi melaporkan LHKPN kepada KPK. Prosentase tersebut mengalami 

kenaikan didukung dengan adanya perubahan tata cara pelaporan LHKPN 

yang semula manual, pada tahun 2016, menjadi elektronik atau dikenal 

dengan nama e-LHKPN, dimulai pada pertengahan tahun 2017 untuk masa 

percobaan dan tahun 2018 sudah berjalan menjadi elektronik. Namun 

berdasarkan penelitian masih dapat ditemukan beberapa permasalahan 

yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Adapun kesimpulan secara terperinci dapat dikemukakan pada aspek 

efektifitas pengelolaan dan kepatuhan pelaporan, dimana terdiri dari 3 sub 

aspek diantaranya adalah Penerapan sistem elektronik laporan harta 

kekayaan Penyelenggara Negara, pengelolaan LHKPN di lingkungan
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Pemerintah Provinsi Banten, tingkat pelaporan dan kepatuhan e-LHKPN di 

lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pada aspek efektifitas pengelolaan dan kepatuhan pelaporan, 

pelaporan LHKPN dengan menggunakan sistem elektronik sangat mudah 

diakses dan pelaporan LHKPN menjadi lebih ringkas. Para Penyelenggara 

Negara tidak perlu lagi mengirimkan surat-surat kepada KPK, tetapi dapat 

mengisinya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Selain itu dengan 

dikeluarkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2017 tentang 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Banten yang akan memberikan sanksi kepada 

Penyelenggara Negara, semakin meningkatkan kepatuhan para 

Penyelenggara Negara dalam melaporkan harta mereka.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan yang ada pada penerapan sistem 

pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dari manual ke elektronik 

terhadap tingkat kebutuhan lapor LHKPN pada Pemerintah Provinsi 

Banten, penulis memberikan saran dilihat dari aspek efektifitas pengelolaan 

dan kepatuhan pelaporan adalah:

a. Mendorong komitmen Pimpinan Instansi Daerah untuk mengeluarkan 

peraturan tentang pengelolaan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara serta pencantuman sanksi contohnya seperti
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penundaan TPP bagi Wajib Lapor yang tidak melakukan pelaporan 

LHKPN sangat membantu peningkatan Kepatuhan pelaporan LHKPN 

b. Koordinasi secara berkala dengan Koordinator LHKPN di level top 

manajemen dan anggota UPL dalam rangka monitoring kepatuhan 

pelaporan LHKPN.
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